





 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
yang diberikan oleh corporate governance yang terdiri dari jumlah anggota dewan 
komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, proporsi 
komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional 
terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel 
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria-kriteria 
tersebut terdiri dari perusahaan termasuk kedalam perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan menerbitkan laporan 
keuangan pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Alat uji yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, dan uji hipotesis. 
 Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengujian pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa : 
1. Jumlah anggota komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
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2. Jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
3. Jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
4. Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 
tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
5. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
6. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
7. Tingkat kepatuhan mandatory disclosure yang dilakukan oleh perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) belum mencapai 
100%. Hal ini dikarenakan penerapan standar akuntansi yang konvergen dengan 
IFRS dimulai pada tahun 2012, sehingga perusahaan belum melakukan 
pengungkapan secara sempurna. Tetapi, tingkat kepatuhan mandatory disclosure 
pada tahun  2012 hingga 2015 mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan 







5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain : : 
1. Hasil dari penelitian ini tidak dapat digunakan pada jenis industri atau perusahaan 
lain. Hal tersebut dikarenakan item pengungkapan yang digunakan pada masing-
masing industri belum tentu sama bergantung kepada jumlah IAS yang dapat 
diterapkan pada industri tersebut. Contohnya, perusahaan pertambangan tidak 
menerapkan PSAK No. 14, namun PSAK No. 14 tersebut dapat diterapkan pada 
perusahaan manufaktur. 
2. Subyektifitas peneliti dalam memahami data yang terdapat pada laporan keuangan 
sangat mempengaruhi hasil yang diintepretasikan peneliti dalam mengukur 
jumlah pengungkapan informasi terdapat pada laporan keuangan perusahaan. 
  
5.3 Saran 
 Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka saran 
yang diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah : 
1. Mempertimbangkan peraturan terbaru mengenai PSAK yang telah konvergen 
dengan IFRS yang diterapkan pada jenis industri yang akan diteliti. 
2. Melakukan pemahaman secara lebih mengenai setiap item yang digunakan 
didalam penelitian untuk menentukan apakah perusahaan yang diteliti telah 
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